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1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aset yang wajar untuk dimiliki seseorang dan penting
baginya sebagai sumber penghidupan. Tanah dikatakan penting dan sebagai aset karena
selain digunakan untuk hunian, usaha, dan sesuatu yang dapat menghasilkan lainnya dalam
rangka kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, kepastian kepemilikan hak atas tanah
haruslah dimiliki.Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang telah diatur
dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi,setiap
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara
sewenang-wenang oleh siapapun.

Masih banyaknya sengketa hak atas tanah baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan
salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk memiliki
sertifikat Hak Atas Tanah. Menurut Sunarti Dwi Resky Fani dan Lia Liliawati (2018),
permasalahan yang banyak timbul dalam bidang pertanahan khususnya di Kota Sukabumi,
diantaranya karena masih minimnya kualitas pelaksanaan dalam prosedur sertifikat, kondisi
birokrasi yang terkesan lambat dan rumit serta kurangnya pemahaman warga masyarakat
terhadap prosedur dan mekanisme dalam penerbitan sertifikat hak milik.

Sunarti, dkk (2018) - berdasarkan penelitiannya melaporkan, bahwa prosedur
pembuatan sertifikat hak milik melalui program PTSL pada kantor BPN Kantah Sukabumi
berjalan kurang baik dilihat dari masih banyak kendala-kendala dalam prosedur pembuatan
hak milik yakni pada bagian survey, pemetaan, puldadis (kumpul data yuridis), dan

pemberkasan.



Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pendaftaran tanah ini
meliputi; pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Menurut Dalimunthe (2000), selain berfungsi-melindungi pemilik, pendaftaran tanah
juga mempunyai fungsi untuk status atas sebidang tanah itu miliknya siapa, haknya apa,
berapa luasannya, dipergunakan untuk apa dan sebagainya. Sementara menurut
Santoso(2010), jaminan kepastian hukum yang akan diwujudkan dalam pendaftaran tanah
adalah kepastian status hak yang didaftar, subjek hak, dan objek hak. Serta menghasilkan
sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Dian Aries Mujiburohman - (2018) menyatakan bahwapada kenyataannya,
pelaksanaan untuk mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, belumlahmemuaskan.
Pada ketentuan pemerintah yang pertama terkait pendaftaran tanah adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.Selama berlaku lebih dari
35 tahun belum cukup memberikan hasil yang mengembirakan. Dari 55 juta bidang tanah
hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru kurang lebih 16,3 juta bidang yang sudah
didaftar. PP dimaksud kemudian direvisi dengan PP-Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pada waktu itu,
disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanahnya

sendiri.Jumlah yang besar dan tersebar secara luas, sebagian besar penguasaannya tidak di



dukung oleh alat-alat pembuktian yang dapat dipercaya kebenarannya dan tidak mudah
diperoleh.Selain itu, ketentuan hukum dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup
memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat
dengan hasil yang maksimal.

PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan PP Nomor 10 Tahun 1961, dimana
pendaftaran tanah untuk kali pertama dilakukan secara sistematik dan sporadik.Secara
sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi-semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan.Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran- tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan baik secara
individual atau massal.ltupun juga belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya hanya 46
Juta dari 126 Juta bidang tanah.

Menurut Wahyuni (2017) pertumbuhan bidang tanah per tahun adalah lebih dari satu
juta bidang. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mempunyai kewenangan
pendaftaran tanah terus berupaya melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai
program dan/atau proyek.Baik melalui program/ proyek yang sudah ada sebelumnya yakni,
Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project
(LMPDP) atau proyek ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona) belum
dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Yang terbaru sekarang adalah program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap
(PTSL). Sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional (ATR/ BPN) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran



Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 35
Tahun 2017 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.PTSL diselenggarakan oleh Kementerian
ATR/ BPN menargetkan 126 Juta bidang tanah terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada
tahun 2025.Penjabaran target dimaksud adalah 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang
pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun-2019, dan 10 juta bidang setiap tahunnya sampai
dengan tahun 2025. Hal ini penting karena jika pendaftaran tanah dilaksanakan seperti
biasanya, dimana setahun kurang lebih 500.000 bidang, maka pemerintah membutuhkan
waktu kurang lebih 160 tahun guna memperoleh tanah terdaftar seluruh Indonesia.

Target PTSL bukanlah pekerjaan mudah, bahkan banyak pihak menilai, ini-hanya
ambisi, -pencitraan dan merupakan kepentingan politik sesaat, apalagi merujuk pada hasil
pendaftaran tanah yang sampai sejauh ini sudah mencapai kurang lebih 50 persen.Jika
dihitung dari lahimya UUPA, ini sudah 59 tahun kewajiban / perintah untuk melakukan
pendaftaran tanah.

Lambatnya pendaftaran tanah dipicu oleh political will pemerintah. - Program
sebelumnya dilaksanakan oleh kementeriaan atau yang setara. Namun sekarang PTSL,
menjadi political will pucuk pimpinan pemerintah.  Presiden turun sendiri memantau,
mengevaluasi, bahkan tak jarang kita temukan bersama, Presiden turun tangan langsung
membagikan sertipikat tanah.

Dalam program PTSL, guna menggaransi kepastian hukum, perlindungan hukum, dan
mengurangi  sengketa, kementerian ATR/BPN menyempurmakan regulasi yang jelas,
meningkatkan sumber daya manusia, memperbanyak sarana dan prasarana, memperluas

pembiayaan, serta meningkatkan koordinasi dengan antar lembaga.



Dian Aries Mujiburohman (2018) mengatakan sumberdaya manusia menentukan
keberhasilan PTSL, baik kuantitas maupun kualitas. Sumberdaya manusia di kantor-kantor
pertanahan keilmuannya beragam dan belum merata sebarannya, didominasi daerah-daerah
pulau jawa dibandingkan dengan luar pulau jawa.Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
terdiri dari 47 ASN, 5 Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang terdiri dari 2 Surveyor
Kadastral, 3 ASK dengan target 65.000 sertipikat dan terdiri dari 5tim.

Marisa Herryanto dan Agus-Arianto (2013) yang dengan penelitiannya membuktikan
bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara
bersama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama
Surabaya Sawahan.Dalam penelitian lainnya, Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J.
Sondakh, Stanley K. Walandouw (2015) menemukan bahwa hasil penelitian sosialisasi
perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan
pelaporan SPT Tahun wajib pajak pada KPP Pratama Manado dan Bitung.

Menurut Marisa Herryanto, dkk (2013) Dirjen Pajak menyadari bahwa Kkegiatan
sosialisasi itu sangat penting, karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan
peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Sementara kurangnya pengetahuan
dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui, memahami
bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan itu sangat berdampak pada
penerimaan pajak Negara. Kesadaran dimaksud sampai dengan di terbitkannya surat edaran
resmi pada tahun 2011, yang pada intinya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran
masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan. Dalam rangka
mencapai tujuannya kegiatan sosialisasi dibagi menjadi tiga fokus, yakni kegiatan sosialisasi

bagi calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.Dengan dua cara, pertama



yakni sosialisasi langsung, yakni dengan full interaksi kepada peserta melalui Early Tax
Education, Tax goes To School/ Campus, Perlombaan Perpajakan (Cerdas cermat, debat,
pidato perpajakan, artikel), Sarasehan/ Tax Gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/
diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis. Kedua sosialisasi tidak langsung, yakni
dengan tidak/ sedikit berinteraksi dengan peserta melalui radio/ televisi, penyerahan buku/
booklet/ leaflet perpajakan, dan lain seterusnya. Ini semua dilakukan guna mencapai target
yang besar, penerimaan pajak.

Di Kementerian ATR/ BPN, sebagaimana petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan
bidang tanah sistematis lengkap Nomor 01/JJUKNIS-300/2016 Tanggal 30 Desember 2016,
diatur bahwa salah satu kegiatan dalam proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan
informasi bidang tanah salah satunya adalah koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain,
perangkat desa dan masyarakat. Lebih lanjut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara,
kegiatan sosialisasi Program PTSL terdiri dari kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten, dan
desa, pelatihan entry datadengan peserta dari desa, pemasangan banner di setiap desa dan
titik-titik stretategis di jalan, iklan di surat kabar, radio, pamfiet, seminar dan worksop
ditingkat kabupaten, penyebaran buku-buku PTSL, dan setelah sertipikat jadi, pendaftar Hak
Atas Tanah (HAT) diberikan penyuluhan dan dihubungkan dengan dinas UKM, Bank
Jateng, serta BPR. Namun mekanisme dan intensitas sosialisasi ini dirasakan masih perlu
peningkatan.

Menurut Ria Sintha Devi (2019), faktor-faktor yang menjadi penghambat proses
pendaftaran tanah adalah kendala teknis, yakni SDM, sosialisasi dan penyuluhan proyek

PTSL, pelaksanaan pengukuran, kendala hukum yang dimaksud adalah faktor atau keadaan



yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran terkait, dan juga dalam
pelaksanaan PTSL kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat.

Sumber daya manusia BPN yang ada harus melaksanakan tugas-tugas kinerjanya
dalam program PTSL, melakukan sosialisasi, sehingga dapat melakukan peningkatan kualitas
pelayanan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap Program PTSL. Kepuasan
masyarakat inilah yang diharapkan nantinya dapat menjadi outcome pencapaian target PTSL.
Melalui word of mouth (WOM) atau komunikasi dari- mulut ke mulut yang merupakan proses
komunikasi berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap
suatu produk maupun jasa dengan tujuan memberikan informasi secara personal.

Peneliti.ingin mengerucutkan permasalahan pada tiga desa yang masuk ke dalam Tim
Illdengantarget pada wilayah Kecamatan Mayong sertatarget capaian sertipikat sebanyak
12.000 buah. Namun progres pelayanan sebagaimana Data Puldadis BPN Kantah Kabupaten

Jepara adalah sebagaimana Tabel 1.1.berikut.



Tabel 1.1.

Data Puldadis Tim 11 ATR/ BPN Kantah Kabupaten Jepara 2019
Per 21 April 2019

Desa Pencapaian Target Prosentase
Welahan 1.191 1.200 99.25%
Gedangan 566 590 95.93%
Jebol 889 1.504 59.11%
Brantak 351 351 100.00%
Kdgsmulyo 647 650 99.54%
Bategede 390 578 67.47%
Muryolobo 533 800 66.63%
Pancur 787 1.500 52.47%
Slagi 50 150 33.33%
Jumlah 5.404 7.323 73.79%

Sumber : ATR/BPN Kantah Kabupaten Jepara

Tabell.1.data puldadis di atas menunjukkan progres pencapaian PTSL di_ masing-
masing desa di Kecamatan Mayong dengan 9 Desa. Dimana secara keseluruhan belum
mencapai 80%. Desa Welahan, Desa Gedangan dan Desa Jebol yang dipilih sebagai locus
penelitian ini dikarenakan objek murni PTSLyang dilayani oleh Tim 11l ATR/BPN Kantah
Jepara, artinya baik yang mendaftar maupun yang tidak akan dilakukan pengukuran,
disamping itu 3 desa tersebut menunjukkan pencapaian PTSL yang cukup timpang yakni
tertinggi sebesar 99,25% dan terendahnya sebesar 59,11%.

Dewi Rosa Indah dan Noorchamid Ustadi (2018) menunjukkan adanya pengaruh
signifikan secara simultan antara kompetensi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan
masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi- Rawas.Ferry Siswadhi (2016) juga
menemukan bahwa secara bersama-sama/ simultan variable kualitas pelayanan dan kinerja
karyawan BPN Kabupaten Kerinci berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Hendri Herman dan Vargo Christian L. Tobing (2018) menyampaikan hasil

penelitiannya, bahwa dengan dimasukkannya variable kualitas pelayanan sebagai varibel



moderasi/ intervening antara kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat, variable kualitas
pelayanan tidak mempengaruhi hubungan antara kinerja pegawaiterhadap kepuasan
masyarakat yang melakukan pengurusan KTP elektronik (KTP-el). Ini menunjukkan bahwa
masyarakat tidak mementingkan kualitas pelayanan yang diberikan, masyarakat lebih
menomorsatukan/ memprioritaskan kinerja pegawai dalam bekerja, sehingga proses
pengurusan KTP-el cepat selesai. Masyarakat lebih fokus pada kinerja pegawai.

Research gap dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian Dewi Rosa
Indah, dkk (2018) bahwa secara simultan kompetensi dan kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan masyarakat.Demikian juga Ferry Siswadhi (2016) yang
menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan dan kinerja karyawan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan masyarakat.Tetapi menurut Hendri Herman, dkk (2018) dengan
dimasukkannya variable kualitas pelayanan sebagai varibael intervening kinerja pegawai
terhadap kepuasan masyarakat, variable kualitas pelayanan tidak mempengaruhi hubungan
antara kinerja pegawai ternadap kepuasan masyarakat.Dengan demikian penelitian mengenai
pengaruh sosialisasi program dan kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan dalam
mewujudkan kepuasan masyarakat pada Program PTSL di Kabupaten Jepara menjadi
menarik untuk diteliti.

1.2. Perumusan Masalah

SDM, sosialisasi dan penyuluhan PTSL juga kurangnya kesadaran masayarakat diakui
Ria Sintha Devi (2019) sebagai salah satu penghambat proses pendaftaran tanah, termasuk
berdasarkan evaluasi pemerintah sebagaimana PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa
keterbatasan SDM yang berimplikasi pada pelaksanaan kinerja pegawai juga menjadi salah

kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Variable kinerja, dan kualitas pelayanan secara
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simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyasrakat (Ferry Siswadhi, 2016),

namun bilamana hubungan variabel kinerja terhadap kepuasan masyarakat dengan kualitas

pelayanan sebagai variabel intervening justru tidak berpengaruh antara kinerja pegawai

dengan kepuasan masyarakat (Hendri Herman, dkk, 2018).

Penelitian ini mempunyai dua variabel independen, yakni sosialisasi program PTSL

dan kinerja pegawai.Kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen, dan kualitas pelayanan

sebagai variabel interveningnya. - Lokasi penelitian-adalah Kantor Pertanahan Kabupaten

Jepara dengan studi _kasus di Desa Welahan, Desa Gedangan, Desa Jebol Kecamatan

Mayong.  Dengan demikian permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai

berikut :

1

Bagaimana pengaruh sosialisasi program PTSL terhadap kualitas pelayanan pegawai
pada Program PTSL di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Jepara?

Bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pegawai pada
Program PTSL di Kantah Kab. Jepara?

Bagaimana pengaruh sosialisasi program PTSL terhadap kepuasan masyarakat pada
Program PTSL di Kantah Kab. Jepara?

Bagaimana pengaruh Kkinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat pada Program
PTSL di Kantah Kab. Jepara?

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Program

PTSL diKantah Kab. Jepara?

10
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi program PTSL terhadap kualitas pelayanan pegawai
pada Program PTSL di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Jepara.

2. Menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pegawai pada
Program PTSL di KantahKab. Jepara.

3. Menganalisis pengaruh sosialisasi program PTSL terhadap kepuasan masyarakat pada
Program PTSL di Kantah Kab. Jepara.

4. Menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat pada Program
PTSL di Kantah Kab. Jepara.

5. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Program

PTSL di Kantah Kab. Jepara.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu menjadi khazanah tersendiri pada ilmu
manajemen sumber daya manusia, terkhusus pengaruh sosialisasi, kinerja pegawai terhadap
kualitas pelayanan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat baik secara parsial maupun
secara simultan.Lebih lanjut penelitian ini -diharapkan dapat bermanfaat secara praktis

terhadap keberhasilan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.



